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ABSTRAK 

Delila. NPM 1705170264. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten 

Labuhanbatu Utara, 2021. Skripsi. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam 

Pengelolaan Alokasi  Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang 

digunakan adalah  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber 

terdiri dari Kepala Desa,  Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara dan documenter. Teknik analisis  data dimulai dari 

mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil  

interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lobu 

Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara belum sepenuhnya 

melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada  pengelolaan 

ADD sesuai permendagri No 113 Tahun 2014. Pada Akuntabilitas tahap  

Penatausahaan  dan  pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan 

peraturan. Sedangkan pada tahap pelaporan ADD belum optimal, dimana 

terjadinya keterlambatan di dalam melaporkan laporan APBDes semester I. 

Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah Desa Lobu Rampah 

pada penerapannya belum berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014. Dimana adanya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi 

perihal pengelolaan alokasi dana desa seperti tidak adanya informasi di papan 

informasi yang ada di desa mengenai kas masuk dan kas keluar, Kemudian, 

pemerintah desa tidak ada menyampaikan penyelenggaraan  APBDes melalui 

baliho dan selebaran kepada masyarakat. 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi,  Pengelolaan Alokasi Dana Desa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu ilmu dibidang akuntansi 

yang melakukan pencatatan serta pelaporan transaksi yang ada pada badan 

pemerintahan. Terdapat tuntutan akuntabilitas serta transparansi dalam melakukan 

pencatatan transaksi yang ada serta pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak yang 

memiliki kepentingan, membuat akuntansi pemerintahan menjadi suatu kebutuhan 

yang sangat penting. Kumalasari Deti, Riharjo Budi Ikhsan (2016) 

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga 

publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya 

transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan 

hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam 

pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja 

keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanyan transparansi dan 

akuntabilitas publik. Saragih,F. (2017) 

Akuntansi pemerintahan di implementasikan mulai dari pemerintah pusat 

sampai tingkatan daerah pedesaan, yang seluruhnya itu memerlukan 

pertanggungjawaban pada tiap anggaran serta aktivitas yang dilaksanakan. Akan 

tetapi terkadang masih terdapat sebagian pihak yang masih belum menguasai 

akuntansi pemerintahan secara benar di dalam pembuatan laporan 

pertanggungjawaban khususnya untuk daerah pedesaan. Saat ini desa harus di 

berdayakan untuk menjadi desa yang mandiri dan maju untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan sejahtera. Desa mempunyai wewenang dalam mengurus 
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sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan serta potensi yang ada pada 

masyarakatnya agar terwujud kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.  

Desa selaku sistem pemerintahan yang terkecil menginginkan adanya 

pembaharuan untuk pembangunan desa yang lebih baik, sehingga terwujud 

masyarakat desa yang sejahtera dan jauh dari kemiskinan. Berbagai masalah yang 

terdapat di desa, menjadikan alibi untuk desa menjadi maju. Kemajuan dalam hal  

pembangunan di tiap desa membutuhkan perencanaan, implementasi dan 

pertanggungjawaban. Perencanaan dalam pembangunan desa berkaitan erat 

dengan pembangunan yang di lakukan di kabupaten ataupun kota, sehingga 

pembangunan tersebut dapat senantiasa selaras. Implementasi pembangunan desa 

harus di sesuaikan dengan perencanaan yang sudah di buat. Pada saat proses 

perencanaan, masyarakat berhak dalam mengetahui serta mengawasi aktivitas 

pembangunan desa. 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), menyatakan 

sumber-sumber pendapatan desa, salah satunya Alokasi Dana Desa yaitu 

bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, minimal 

10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Bantuan keuangan dari 

APBD Prov dan APBD Kabupaten atau Kota, Hibah dan Sumbangan dari pihak 

ketiga, Lain-lain pendapatan desa yang sah. Sri Mulyani Indrawati (2017). 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta penerapan aktivitas Pemerintahan 

Desa, butuh terdapatnya suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (Good 

Governance). Salah satu faktor utama dari Good Governance merupakan 

Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan wujud tanggungjawab penerapan misi 

organisasi di dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat media 
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pertanggungjawaban yang dikerjakan secara periodik. Jadi, Akuntabilitas 

pemerintahan dibutuhkan untuk menjadi penunjang pelaksanaan otonomi Desa 

supaya bisa berjalan dengan sebaik baiknya  Putriyanti: (2012). Putu Andi 

SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni (2017). Berdasarkan 

Indikator Akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 Tentang Pelaporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur 

desa, terdapat masalah akuntabilitas pada pemerintah desa, yaitu melaporkan 

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama lewat dari bulan Juli ke 

kecamatan. Kemungkinan hal tersebut terjadi di karenakan masih rendahnya 

sumber daya manusia, kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga 

menjadi salah satu faktor Aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan 

alokasi dana desa di Desa Lobu Rampah karena para aparatur desa tidak lulusan 

dari sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga aparatur desa belum 

sepenuhnya paham tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah daftar 

tingkat Pendidikan aparatur desa di Lobu Rampah : 

Tabel 1.1 

Tingkat Pendidikan Aparatur Desa 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

SMA/Sederajat 10 

S1 Akuntansi - 

D3 Akuntansi - 

S1 Lulusan lain 2 

D3 Lulusan lain 1 

Sumber : Sekretaris Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 
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Tidak hanya Akuntabilitas, untuk penerapan Pemerintahan yang dikatakan 

baik pula dibutuhkan terdapatnya faktor Transparansi. Sulistiyani (2004) Putu 

Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni (2017)  melaporkan 

kalau Transparansi serta Akuntabilitas merupakan dua kata kunci didalam 

penyelenggaraan Pemerintahan ataupun penyelenggaraan industri yang baik          

(Good Governance). Transparansi diisyarati oleh apakah kebijakan, regulasi, 

program, anggaran serta aktivitas pemerintah terbuka kepada publik. Dan salah 

satu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa Pada Desa 

Lobu Rampah. Berikut ini adalah daftar besaran Alokasi Dana Desa Lobu 

Rampah : 

Tabel 1.2 

Besaran Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah 

 

Tahun  Besaran ADD Tahun 2020 

2018 380.788.000,00 

2019 469.973.000,00 

2020 442.351.000,00 

Sumber: Bendahara Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa mengalami 

kenaikan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Data  di 

atas berdasarkan fenomena Transparansi yang didapat dibuktikan dengan hasil 

wawancara di Kantor Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten 

Labuhan Batu Utara, belum menerapkan tata pemerintahan yang baik (Good 

Governance). Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu 

Utara, belum mengoptimalkan sistem transparansi yang seharunya di terapkan. 
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Dimana tidak terdapat papan informasi mengenai kas masuk dan kas 

keluar serta tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan 

mengenai Alokasi Dana Desa. Selain itu juga, kepala desa serta perangkat desa 

tidak ada menyampaikan penyelenggaraan APBDes kepada masyarakat berupa 

selebaran secara lisan dalam pertemuan bersama masyarakat desa.  

Berikut ini adalah papan informasi yang ada di desa sei suka deras : 

 

Gambar 1.1 

Papan Informasi Desa Lobu Rampah 

 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilaksanakan dengan prinsip 

transparan sebagai penanda akuntabilitas dalam pengelolaan ADD berdasarkan 

Permendagri No 113 Tahun 2014 ialah“ Aktivitas Pencatatan Kas masuk dan kas 

keluar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dan terdapat papan 

pengumuman mengenai aktivitas yang lagi dijalankan” Syarat tersebut 

menampilkan terdapatnya komitmen pemerintah Desa Lobu Rampah, kecamatan 

Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam membagikan ADD untuk 

memberi stimulasi aktivitas operasional serta pemerdayaan masyarakat, 

seluruhnya tidak terlepas dari pedoman ADD. 
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Dalam pengelolaan ADD Lobu Rampah berpedoman pada Peraturan 

Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penggunaan Alokasi 

Dana Desa dan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 2 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Keuangan desa dikelola berdasarkan asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran. 

Namun pada kenyataannya, papan informasi yang ada di desa kosong. Tidak ada 

informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana 

Desa di Lobu Rampah. 

Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengnan judul “Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah 

Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasi 

masalah tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

yang terjadi pada pemerintah Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 

1. Terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa 

2. Tidak terdapat papan informasi tentang pengeluaran dan pemasukan kas 

serta tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan 

mengenai Alokasi Dana Desa. Selain itu juga, kepala desa tidak ada 

menyampaikan penyelenggaraan APBDes kepada masyarakat berupa 

selebaran secara lisan dalam pertemuan bersama masyarakat desa. 
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3. Tingkat pendidikan aparatur desa yang tidak sesuai menjadi faktor 

aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa, para 

aparatur desa tidak lulusan dari sarjana ekonomi khususnya akuntansi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Lobu 

Rampah kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara? 

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Lobu 

Rampah kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di Desa Lobu Rampah kecamatan Marbau Kabupaten 

Labuhan Batu Utara. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di Desa Lobu Rampah kecamatan Marbau Kabupaten 

Labuhan Batu Utara. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

bagi peneliti tentang tata kelola Alokasi Dana Desa dengan baik yang meliputi 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa 
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2. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas 

serta transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lobu Rampah 

Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai bahan evaluasi 

mengenai pengelolaan ADD. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan 

ADD. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Uraian Teori 

2.1.1 Desa 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 

(satu) menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang 

dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri 

(dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar 

Kota yang merupakan kesatuan Intihanah, Tuti Dharmawati, Achmad Sukanto 

Watukila (2019). 

2.1.2 Pendapatan dan Belanja Desa 

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Desa 

Nurmala Eka (2015) Pendapatan merupakan semua Penerimaan Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode 

tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

Pendapatan Desa terbagi atas kelompok: 

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
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a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa. 

b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat 

c) Pemandian umum, jaringan irigasi. 

d) Swadaya, partisipasi dan gotong royong 

e) Lain-lain pendapatan asli. 

2) Transfer 

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: 

a) Dana Desa; 

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah 

c) Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 

d) Pendapatan Lain-Lain. 

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: 

Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan Lain-lain 

pendapatan Desa yang sah 

Soleh, Chabib. Rochansjah, Heru  (2014) Pendapatan desa adalah hak 

pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.  

Pendapatan desa terdiri dari : 

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) : 

a) Hasil Usaha Desa 

b) Hasil Kekayaan Desa 

c) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 

d) Hasil Gotong Royong 

e) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 
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2) Alokasi dari APBN dan APBD 

a) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa, selain didanai oleh 

APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. 

b) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah 

didanai oleh APBN. 

c) Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan 

disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. 

d) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah 

didanai oleh APBD. 

e) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun 

anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 

Kabupaten/Kota. 

f) Besaran Alokasi Anggaran dari APBN yang diperuntukannya langsung ke 

desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap 

g) Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa 

dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. 

h) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : 

a) Penentuan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada 

desa ditentukan berdasarkan klasifikasi desa berdasarkan keputusan 

Bupati/walikota. 
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b) Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sesuai 

dengan keputusan Bupati/Walikota. 

2.1.2.2 Pengertian Belanja Desa 

Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. Soleh, Chabib. Rochansjah, Heru  (2014). 

Belanja desa dikelompokan menjadi 2 bagian : 

1) Belanja Tidak Langsung : 

a) Belanja Pegawai/penghasilan tetap 

b) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

c) Belanja tunjangan 

d) Belanja subsidi 

e) Belanja bantuan sosial  

f) Belanja hibah 

g) Belanja bantuan keuangan 

h) Belanja tidak terduga 

2) Belanja Langsung 

a) Belanja pegawai baik yang berupa honorarium, jasa pihak ketiga dan uang 

lembur 

b) Belanja barang dan jasa yang seperti belanja ATK, Belanja jasa kantor 

(rekening listrik, telepon, dokumentasi), belanja cetak dan penggandaan, 

belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, belanja 

makan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, pakaian dinas 

dan juga belanja perjalananan dinas. 
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c) Belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal pengadaan 

peralatan/perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan instalasi listrik, 

belanja modal pengadaan alat komunikasi, belanja modal pembangunan 

gedung, jalan jembatan dsb. 

2.1.3 Pembiayaan Desa 

1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu 

b. Transfer dari dana cadangan 

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 

d. Penerimaan pinjaman desa 

e. Penerimaan piutang desa 

2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : 

a. Pembentukan dana cadangan 

b. Penyertaan modal/investasi 

c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo 

d. Pemberian pinjaman 

2.1.4 Alokasi Dana Desa 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, 

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. 

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa 

berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana 
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Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota 

untuk Desa paling sedikit 10 %. 

Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel – variabel Independent utama 

meliputi: (a) Kemiskinan; (b) Pendidikan dasar; (c) Kesehatan;dan (d) 

Keterjangkauan Desa. Sedangkan variabel independent tambahan terdiri dari 

jumlah penduduk. 

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah 

Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa 

tentang APBDesa. 

b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.  

c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah,   

mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali. 

d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

Tahap pengolahan Alokasi Dana Desa di atur secara garis besar mulai dari 

tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,Pelaporan, Petanggungjawaban 

dan Pembinaan dan Pengawasan. 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), menyatakan 

sumber-sumber pendapatan desa, salah satunya Alokasi Dana Desa yaitu 
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bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, minimal 

10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Bantuan keuangan dari 

APBD Prov dan APBD Kabupaten atau Kota, Hibah dan Sumbangan dari pihak 

ketiga, Lain-lain pendapatan desa yang sah. Sri Mulyani Indrawati (2017). Secara 

terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan 

peruntukannya dengan persentase anggaran : 

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 

desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa, 

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 

desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa 

dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan 

operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga 

(RT) dan rukun warga (RW). 

Menurut Syachbrani (2012) Puteri Ainurrohma Romantis (2015) Alokasi 

Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil 

Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan 

pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara 

bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. 

Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut: 

a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. 
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b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Peningkatan infrastruktur pedesaan. 

d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial. 

e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. 

2.1.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam rangka meningkatkan penyaluran Alokasi Dana Desa dan 

kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. 

Perolehan bagian keunagan desa dari kabupaten selanjutnya melalui kas 

Desa/rekening Desa.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan memuat kebijakan tentang 

desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan prasarana, peningkatan 

prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat desa. 

Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa 

yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali 

dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; 3) Penetapan Rencana, rencana disini 

merupakan pedoman APB Desa; 4) Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan 

Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) 
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Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam 

musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan. 

Dari setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan Pemerintahan 

dan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja 

Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa 

untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti 

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi 

Penggunaan Dana Desa adalah: 

a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. 

b. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas Penggunaan 

Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dana Desa, pembangunan daerah 

tertinggal dan transmigrasi. 

c. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

d. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum 

pelaksanaan penggunaan dana desa. 

2.1.6 Akuntabilitas 

2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas ialah suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan hasil 

kerja yang dijalankan seorang pimpinan unit organisasi untuk diberikan kepada 

pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban. 



18 
 

 
 

Menurut Astuty (2016), Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur 

pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat 

segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. 

Menurut Hamid (2016), Akuntabilitas ialah kemauan nyata pemerintah dalam 

melaksanakan good governance untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. 

Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu perihal yang disyaratkan adalah 

terdapatnya/ terselenggaranya good governance. Sistem Akuntabilitas melaporkan 

bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban buat mengantarkan 

pertanggungjawaban ataupun buat menanggapi serta menerangkan kinerja serta 

aksi seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif sesuatu organisasi kepada pihak 

yang mempunyai hak atau berkewenangan buat memohon penjelasan ataupun 

pertanggungjawaban. 

Menurut Arfan Ikhsan., dkk (2018), Akuntabilitas berorientasi pada hasil, 

mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan 

menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

Menurut Dewi (2018), Akuntabilitas instansi Pemerintah merupakan 

perwujudan kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

dari rencana strategis Pemerintah mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Bersumber pada penjelasan para pakar di atas, sehingga dapat disimpulkan, 

Akuntabilitas bertujuan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas 

pengelolaan Dana Desa yang digunakan pemerintah Desa dalam pelaksanaan 

kegiatan yang sedang dijalankan. 
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2.1.6.2 Indikator Akuntabilitas 

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini 

yakni : 

Tabel 2.1 

Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas 

 

No. Indikator 

1 Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

2 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib. 

3 Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

4 Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 

Tabel 2.2 

Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas 

 

No. Indikator 

1 Kepala Desa menyampaiakan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan 

semester akhir tahun. 

2 Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa 

3 Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan 

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 
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4 Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan Januari tahun berikutnya. 

 

Tabel 2.3 

Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas 

 

No. Indikator 

1 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

2 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri 

dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

3 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

 

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat 

mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu 

organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja 

individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana 

stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap 

berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana 

Kerja Permerintah (RKP). 

2.1.7 Transparansi 

2.1.7.1 Pengertian Transparansi 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 
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informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. 

Menurut Astuty (2016), Transparansi ialah kepemerintahan yang baik akan 

bersifat transparan terhadap masyarakatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. 

Keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan 

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang di nilai tidak transparan.  

Menurut Soleh, Chabib. Rochansjah, Heru  (2014),  Transparansi adalah asas 

atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan 

desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan 

golongan. 

Menurut Arfan Ikhsan., dkk (2018), transaparansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, 

dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang 

independen. 

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan 

secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif 

dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara 

terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi 

secara luas didalamnya. 
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Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut 

(Andrianto, 2007), yaitu: 

1) Mencegah korupsi. 

2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. 

3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan 

lebih mampu mengukur kinerja pemerintah. 

4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk 

memutuskan kebijakan tertentu. 

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah 

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungi-fungsi 

pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat 

memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak 

bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap 

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi 

instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 

2.1.7.2 Indikator Transparansi 

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah 

harus transparans sesuai dengan peraturan sebagai berikut : 
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Tabel 2.4 

Indikator Transparansi 

 

No. Indikator 

1 Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan 

yang sedang dijalankan. 

2 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

3 Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjwaban Realisasi 

Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. 

 

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi 

peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 

a. Laporan realisai dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. 

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media 

informasi lainnya. 

c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan penjelasan teoritis antara variabel yang 

diteliti. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya 
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yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana 

Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk 

pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk Desa, bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, 

minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Bantuan keuangan 

dari APBD Prov dan APBD Kabupaten atau Kota, Hibah dan Sumbangan dari 

pihak ketiga, Lain-lain pendapatan desa yang sah. Sri Mulyani Indrawati (2017). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No 113 Tahun 2014 Pasal 1 

Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan 

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan  yg  meliputi   perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 

Haryanto et al., (2007) Terselenggaranya sistem akuntansi pemerintah 

daerah yang sehat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan good 

governance di lingkungan pemerintah daerah. Didalam sistem akuntansi tercakup 

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi ketika transparansi dan akuntabilitas 

menjadi barometer. Muara dari pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah 

adalah tersajinya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan.  

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat 
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dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan Soleh, Chabib. Rochansjah, Heru  (2014). 

Dalam rangka mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan 

yang baik) maka pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya perbaikan 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, salah satunya dengan 

penerapan akuntansi sektor publik yang lebih efektif. E.Sari (2013) 

Dalam tahap transparansi harus terdapat papan informasi mengenai kas 

masuk dan  kas keluar serta tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang 

sedang dijalankan mengenai ADD. Selain itu juga, kepala desa serta perangkat 

desa harus menyampaikan penyelenggaraan APBDes kepada masyarakat berupa 

selebaran secara lisan dalam  pertemuan bersama masyarakat desa.  

Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berfikir konseptual sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir Konseptual

Pengelolaan Keuangan ADD 

 Desa Lobu Rampah 

Pertanggungjawaban Pelaporan Penatausahaan  

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi 

menggunakan 

Permendagri 113 tahun 2014 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Menurut Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes M. Ali Sodik, (2015) 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka 

menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), yaitu mengkaji 

masalah secara kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin bahwa sifat suatu 

masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat dengan 

mudah mengkaji masalah pada subjek sehingga nantinya menghasilkan data 

deskriptif yang merupakan rincian dari data primer dan data sekunder. Penelitian 

deskriptif kualitatif digunakan agar dengan mudah mendeskripsikan bagaimana 

subjek mengelola akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa 

di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. 

 

3.2. Defenisi Operasional 

3.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 

1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan 

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
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3.2.1.1 Penatausahaan  

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan 

Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. 

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada 

berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan 

secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. 

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan 

dengan cara sederhana, yaitu berupa PEMBUKUAN belum menggunakan jurnal 

akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, 

Bendahara Desa menggunakan: 

1. Buku Kas Umum; 

2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan 

3. Buku Bank. 

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan 

pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan 

transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam 

Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk 

mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat 

pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk 

pendapatandan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian 

Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. 
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3.2.1.2 Pelaporan  

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa 

laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

3.2.1.3 Pertanggungjawaban 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan 

disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio 

komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun 

anggaran berkenaan. 

3.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan prkatik 

praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan desa 

sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, 

transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 
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anggaran. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui 

Pertangungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan 

seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi 

dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing. 

3.2.3 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan 

transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- 

hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 

publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. 

 

2.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian ini adalah di kantor Desa Lobu Rampah Kecamatan 

Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
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No 

 

Kegiatan 

Desember Februari Maret Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  3 4 1 2 3 4 

                    

1 Pra Riset                     

2 Pengajuan Judul                     

3 Pembuatan 

Proposal 
                    

4 Bimbingan 

Proposal 
                    

5 Seminar Proposal                     

6 Penyusunan 

Skripsi 
                    

7 Bimbingan 

Skripsi 
                    

8 Sidang Meja 

Hijau 
                    

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer, 

yaitu data informasi yang mampu dilakukan penarikan kesimpulan atas data data 

tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara, yaitu pihak yang 

kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhan Batu Utara. 

3.4.2 Sumber Data 

 Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, Sumber data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak 

langsung melalui media perantara. pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, 
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atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini 

diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Lobu Rampah 

Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Seperti dokumen data 

kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan Desa, peta 

wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dokumentasi (documentation) yaitu teknik pengumpulan data yang berupa 

dokumen – dokumen lembaga yang sessuai dengan masalah yang dibahas di 

dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Desa Lobu Rampah Kecamatan 

Marbau. 

2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab 

secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada 

penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Kisi - kisi Wawawancara Akuntabiitas 

 

Keterangan Akuntabilitas 

 

 

 

 

Penatausahaan 

 

 

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara 

Desa. 

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan 

setiap penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib. 

3. Bendahara Desa wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. 

 

 

 

1. Kepala Desa menyampaiakan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ 

Walikota berupa laporan semester pertama dan 
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Pelaporan 

laporan semester akhir tahun. 

2. Laporan semester pertama berupa laporan 

realisasi APBDesa. 

3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

semester pertama disampaikan paling lambat 

pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir 

tahun anggaran. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. 

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi - kisi Wawawancara Transparansi 

 

Keterangan Transparansi 

 

 

Penatausahaan 

 

 

 

1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun 

keluar dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. 

2. papan pengumuman terkait anggaran desa 

tentang kegiatan yang sedang dijalankan harus 

ada di kantor desa 

 

 

 

Pelaporan 

1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

diinformasikan kepada masyarakat secara 

tertulis dan dengan media informasi yang 

mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat. 

 

 

Pertanggungjawaban 

1. Laporan realisasi pelaksanaan ADD 

disampaikam kepada Bupati/Walikota melalui 

camat. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan ADD disampaikam kepada 

Bupati/Walikota melalui camat. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Menurut Dr.farida Nugrahani (2014) Analisis data merupakan 

langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data 

merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang 

dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan 

ke dalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah/menguji hipotesis. 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data yang beraneka ragam itu 

dibaca dengan cermat, dipelajari, dan direduksi dengan jalan membuat rangkuman 

inti (abstraksi). Setelah meuliskan abstraksi, data disusun sesuai tema-temanya, 

kemudian dilakukan penafsiran untuk memperoleh temuan sementara, yang secara 

berulang-ulang perlu direduksi agar mampu menjadi sebuah teori substantif. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:16), langkah-langkah yang dapat 

dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu: 

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah 

dikumpulkan.  

2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir 

mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean 

data. 

3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh 

responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataa
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4. Yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan 

yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan. 

5. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang 

baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. 

6. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 

bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 

7. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 

lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul 

disana. Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan 

dalam bentuk naratif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Objek 

Objek pada penelitian ini adalah Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara 

sebagai salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi 

Sumatera Utara yang terletak 99.25.00o – 100.05.00o Bujur Timur dan 

01o58’00’’ – 02o50’00’’ Lintang Utara dengan ketinggian 0 – 2.151 meter di atas 

permukaan laut. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 354.580 Ha dengan batas-

batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka; 

b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang 

Lawas Utara; 

c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba 

Samosir; 

d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhanbatu. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 

 

No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Persentase 

1 Na. IX-IX 55.400 15,62 

2 Marbau  35.590 19,12 

3 Aek Kuo  25.020 7,02 

4 Aek Natas 67.800 10,04 

5 Kualuh Selatan 34.415 10,87 
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6 Kualuh Hilir 38.548 9,72 

7 Kualuh Hulu 63.739 17,98 

8 Kualuh Leidong 34.032 9,6 

Total 354.580 100 

Sumber : https://labura.go.id/page/profil 

Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 kecamatan dengan luas wilayah 

kecamatan sebagai berikut : 

Kecamatan Marbau memiliki luas wilayah 355,90 km² dengan jumlah 

penduduk 39.848 jiwa. Kecamatan ini terdiri dari 18 desa. Salah satu Desa yang 

menjadi objek penelitian yaitu Desa Lobu Rampah. Secara geografis Desa Lobu 

Rampah terletak berbatasan disebelah timur dengan Desa Simpang Empat 

Kecamatan Marbau, disebelah barat Desa Pulu Jantan, disebelah selatan Desa Aek 

Tapa/Sungai Marbau, sebelah utara Desa Perk Panigoran/Desa Perk Brussel. 

(https://labuhanbatuutarakab.bps.go.id/) 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pengelompokan Umur 

Penduduk Desa Lobu Rampah terdiri dari 5083 orang. Berikut perbandingan 

jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki dan pengelompokan umur. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk di Desa Lobu Rampah 

 

Keterangan Jumlah Penduduk 

Laki-laki 529 Jiwa 

Perempuan 577 Jiwa 

Usia 0-15 303 Jiwa 

Usia 15-65 759 Jiwa 

Usia 65 ke atas 44 Jiwa 

Jumlah 2.212 Jiwa 

Sumber : Sekretaris Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

https://labuhanbatuutarakab.bps.go.id/
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 Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan 

merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang 

nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan 

pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Tingkat pendidikan di 

Desa Lobu Rampah rata-rata tamat SMA. Ada juga yang melanjutkan 

pendidikannya ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk 

mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.  

Tabel 4.3 

Lulusan Pendidikan Umum Di Desa Lobu Rampah 

 

Pendidikan Total 

TK - 

SD 180 Orang 

SMP 122 Orang 

SMA 224 Orang 

Perguruan Tinggi 24 Orang 

Jumlah 550 Orang 

Sumber : Sekretaris Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang 

bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk 

mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun 

pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang 

telah diatur. 
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Perangkat Desa terdiri dari tiga unsur yaitu:  

1. Sekretariat Desa, yakni : Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan 

Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha Dan 

Umum;  

2. Pelaksana Teknis, yakni : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi 

Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan;  

3. Pelaksana kewilayahan, yakni : Kepala Dusun atau sebutan lain. 

Berikut ini uraian Tugas Pokok dan Fungsi atau Tupoksi Perangkat Desa 

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai wewenang 

sebagai berikut : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatuif. 

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 
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untuk mewakilinya sesuai dengan peratuiran perundang-undangan; dan 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2. Sekretaris Desa 

Kedudukan Sekretaris Desa : 

a. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

unsur pimpinan Sekretariat Desa yang dibantu oleh unsur staf 

sekretariat desa; 

b. Kedudukan Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah 

sebagai Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa); 

c. Sekretaris Desa sebagai unsur pimpinan / Koordinator Sekretariat Desa, 

secara umum membawahi Staf Sekretariat Desa yang terdiri atas : 

1) Kaur Keuangan Desa; 

2) Kaur Tata Usaha Dan Umum; 

3) Kaur Perencanaan. 

Tugas Sekretaris Desa : 

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan desa. Selain tugas tersebut, Sekretaris Desa juga 

bertugas : 

a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes; 

b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan 

Perubahan APBDes; 

c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDes, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
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APBDes; 

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa 

tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes;; 

e. mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain  yang menjalankan tugas 

PPKD desa; 

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; 

g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); 

h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK 

Desa); 

i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDes. 

Fungsi Sekretaris Desa : 

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; 

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan 

umum; 

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala 
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Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; 

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa, menginventarisir data-data 

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan. 

3. Kepala Urusan Keuangan Desa: 

Kepala urusan keuangan atau biasa disingkat Kaur Keuangan adalah 

perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat Desa yang 

membidangi urusan keuangan desa. 

Kedudukan Kaur Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah 

sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan dalam struktur PPKD (Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa). 

Tugas : 

Membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam 

urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Selain tugas tersebut, Kaur 

Keuangan Desa juga bertugas : 

a. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); 

b. Menggali pendapatan desa; 

c. Pelaksana pungutan desa;  

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa 

dan atau Sekretaris Desa. 

Fungsi Kaur Keuangan : 

a. Pengurusan administrasi keuangan; 

b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; 
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c. Verifikasi administrasi keuangan, dan 

d. Admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan 

lembaga pemerintahan desa lainnya. 

4. Kepala Tata Usaha Dan Umum 

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf 

sekretariat. 

Tugas : 

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris 

Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintahan; 

b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Desa dan atau Sekretaris Desa. 

Fungsi : 

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas; 

b. Melaksanakan administrasi surat menyurat; 

c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa; 

d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa; 

e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor; 

f. Penyiapan rapat-rapat; 

g. Pengadministrasian aset desa; 

h. Pengadministrasian inventarisasi desa; 

i. Pengadministrasian perjalanan dinas; 

j. Melaksanakan pelayanan umum. 
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5. Kepala Urusan Perencanaan 

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 

Tugas : 

a. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam 

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan; 

b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Desa dan atau Sekretaris Desa. 

Fungsi : 

a. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Perencanaan mempunyai 

fungsi: 

b. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa; 

c. Menyusun RAPBDes; 

d. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa; 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa; 

f. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) 

dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa); 

g. Menyusun laporan kegiatan Desa; 

h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

6. Kepala seksi pemerintahan  

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 

di bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala 

Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi : 
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a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa; 

b. Menyusun rancangan regulasi desa; 

c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan; 

d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

Desa; 

e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa; 

f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan; 

g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa; 

h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; 

i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

7. Kepala seksi kesejahteraan 

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 

di bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala 

Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

sosial budaya; 

b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

ekonomi; 

c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

politik; 

d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

lingkungan hidup; 

e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 
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pemberdayaan keluarga; 

f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

pemuda, olah raga dan karang taruna; 

8. Kepala seksi pelayanan  

Kepala seksi pelayanan  berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di 

bidang kesejahteraan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa 

sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat Desa; 

b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa; 

c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan 

ketenagakerjaan masyarakat Desa; 

e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk; 

f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian; 

g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan; 

h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan; 

i. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan; 

9. Kepala Dusun  

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang 

bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dusun memiliki 

fungsi: 
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a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan 

pengelolaan wilayah. 

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa ditegaskan 

bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain membuat 

peraturan desa. Peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa 

bersama Kepala Desa merupakan salah satu wujud hubungan antara Kepala Desa 

dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang jelas dan konkrit karena peraturan 

desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi diu desa dan sifatnya mengikat bagi 

seluruh warga desa serta pihak-pihak yang lain yang mempunyai kepentingan bagi 

desa tersebut. 

Sebelum peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa, dalam menyusun 

rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan 

Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang 

dalam masyarakat. 
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Kantor Desa Lobu Rampah 

 

Visi adalah pandangan/gambaran ideal yang ingin dicapai pada masa 

depan untuk diwujudkan. Visi dapat juga dikatakan sebagai mimpi seorang 

pemimpin dalam mencapai apa yang diharapkannya selama kepemimpinannya di 

masa depan. Visi harus menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisifatif secara 

insentif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya 

merasa memiliki. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa dalam 

menjalankan program pembangunan desa harus mengaju kepada RPJMDes dan 
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RKPDes. Penyusunan RPJMDes merupakan bagian dari penjabaran Visi dan Misi 

Kepala Desa terpilih. 

Kepala Desa diberikan wewenang untuk menjalankan program 

pembangunan di Desa baik dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan 

pelaksanaan pembangunan Desa. Berkenaan dengan aturan yang menjadi acuan 

dalam penyusunan dokumen perencanaan  pembangunan yang berpedoman pada 

RPJMDes dengan memperhatikan permasalahan pembangunan di Desa Lobu 

Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019-2025 dan 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Kepala Desa pada 

saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetPKn untuk tahun 2019-2025 

adalah : 

Visi “BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA” 

Selain penyusunan Visi, juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Misi  

merupakan tujuan dari sasaran yang ingin di capai, hal ini agar suatu visi dapat 

berjalan lebih fokus. Misi merupakan sebuah implementasi dari visi. Misi 

menjelaskan mengapa sesuatu itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana 

melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diemban oleh orang atau 

Instansi/Organisasi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan 

pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan 

dapat mengenal arah program serta hasil yang di peroleh di masa mendatang. 

Adapun misi Desa Lobu Rampah adalah : 

1. Menetapkan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam kehidupan 

masyarakat. 
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2. Meningkatkan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayan masyarakat.  

3. Membangun komunikasi dengan berbagai komponen masyarakat. 

4. Meningkatkan dan membangun kesadaran masyarakat tentang kesehatan 

masyarakat melalui gerakan masyarakat sadar kebersihan (Gemaskeb). 

5. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas masyarakat Desa. 

6. Membangun kekuatan ekonomi lokal Desa dan sosial budaya. 

7. Menciptakan kondisi keamanan dan keharmonisan hidup masyarakat Desa. 

8. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur 

Desa. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka 

penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan 

masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten 

yang penyalurannya melalui kas desa.  

Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 2 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dimana pengelolaan keuangan ADD harus menyata dalam 

APBDes karena ADD merupakan bagian dari komponen APBDes yang harus 

mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ADD 

yaitu: 

a. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, 

pemerintah desa dan BPD harus mendengar dan memperhatikan suara 

(aspirasi) masyarakat. 
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b. Partisipasi, dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang 

dirumuskan dalam APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat desa 

dalam menyusun kebijakan dan pengawasan APBDes. 

c. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang 

cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan. 

d. Akuntabilitas yaitu pemerintah desa mengelola keuangan sesuai aturan dan 

prosedur yang sudah ada. 

4.1.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang 

penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan 

prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan 

oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifikmengenai masalah 

apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. 

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk 

bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang 

ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor 

swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada 

masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas 

yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanaan visi misinya, 
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implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang 

akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi 

dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagi 

antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di 

dalamnya. Miftahudin (2018) 

Akuntabiltias dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabiltias memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan 

dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tabel 4.4 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan 

Menurut Pemendagri 113 tahun 2014 

 

 

 

Indikator 

 

 

Hasil Wawancara 

Keterangan 

( S = Sesuai, TS 

= Tidak Sesuai, BT = 

Belum 

Terjadi) 

1. Penatausahaan 

dilakukan oleh Bendahara 

Desa 

Penatausahaan di Desa 

Lobu Rampah  telah 

dilakukan oleh 

Bendahara Desa. 

 

 

 

S 

2. Bendahara Desa wajib 

melakukan pencatatan 

setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta 

melakukan tutup buku 

setiap akhir bulan secara 

tertib. 

 

Setiap Pemasukan dan 

Pengeluaran Kas, 

Bendahara selalu 

mencatat dan melakukan 

tutup buku tiap bulan 

secara tertib. 

 

 

 

S 

3. Bendahara Desa wajib 

mempertanggungjawabkan 

uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

setiap bulan disampaikan 

melalui laporan 

 

 

 

S 
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pertanggungjawaban 

bulanan oleh Bendahara. 

 

4. Laporan 

Pertanggungjawaban 

disampaikan setiap bulan 

kepada Kepala Desa dan 

paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

Bendahara 

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban 

setiap bulan kepada 

Kepala Desa. 

 

 

S 

Sumber: Bendahara Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

b. Pelaporan  

Pelaporan ADD dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses 

pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi: (1) 

Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, (2) Masalah yang dihadapin dan 

pemecahannya dan (3) pencapaian hasil alokasi dana desa (ADD). Laporan 

pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap 

kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara 

komprehensif. Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan 

laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester 

pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa 

paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara 

laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun 

berikutnya. 
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Tabel 4.5 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan 

Menurut Pemendagri 113 tahun 2014 

 

 

 

Indikator 

 

 

 

Hasil Wawancara 

Keterangan 

( S = Sesuai, TS 

= Tidak Sesuai, BT = 

Belum 

Terjadi) 

1. Kepala Desa 

menyampaiakan laporan 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/ 

Walikota berupa laporan 

semester pertama dan 

laporan semester akhir 

tahun. 

Laporan semester 

pertama dilaporkan 

kepada kepala Desa 

melalui Camat.  

 

 

 

S 

2. Laporan semester 

pertama berupa laporan 

realisasi APBDesa  

 

Laporan Realisasi 

semester pertama berupa 

APBDesa. 

 

S 

3. Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa 

semester pertama 

disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan 

juni tahun berjalan 

 

Laporan Semester I 

dilaporkan oleh Kepala 

Desa kepada Bupati 

melalui camat pada bulan 

September 

 

TS 

4. Laporan semester akhir 

tahun disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan 

Januari tahun berikutnya. 

Laporan semester akhir 

tahun disampaikan pada 

bulan desember. 

 

S 

Sumber: Bendahara Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

c. Pertanggungjawaban  

konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengelolaan 

Alokasi Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang 

berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan 

Alokasi Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Alokasi Dana Desa secara 

tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota. Sesuai 
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dengan Peraturan Desa Lobu Rampah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020, bahwa sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 15 Tahun 2019 

tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang APBDesa dan 

telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

Tabel 4.6 

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban 

Menurut Pemendagri 113 tahun 2014 

 

 

 

Indikator 

 

 

Hasil Wawancara 

Keterangan 

( S = Sesuai, TS 

= Tidak Sesuai, BT = 

Belum 

Terjadi) 

1. Kepala Desa 

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada 

Bupati/Walikota setiap 

akhir tahun anggaran. 

Kepala Desa sudah 

menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelasanaan 

APBDes kepada Bupati 

seiap akhir tahun 

anggaran. 

 

 

 

 

S 

2. Laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

Laporan 

pertanggungjawaban 

realisasipelaksanaan 

APBDesa terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

 

 

 

S 

3. Laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APDes ditetapkan dengan 

peraturan desa 

Laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDes ditetapkan 

dengan peraturan desa. 

 

 

S 

Sumber: Bendahara Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

4.1.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang 

untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. 
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Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun 

atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan 

kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang 

membutuhkan. Miftahudin (2018) 

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah 

memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak 

bagi orang banyak, pemerinntah harus menyediakan informasi yang lengkap 

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk 

disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang 

dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi khususnya dengan ADD 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintah. Dalam mendukung 

terwujudnya good governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk 

mendorong berjalannya prinsip-prinsip good governance. Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. 

 

Tabel 4.7 

Indikator Kesesuaian Transparansi Menurut Permendagri113 Tahun 2014 

 

 

Indikator 

 

Hasil Wawancara 

 

Keterangan 

( S = Sesuai, TS = 

Tidak Sesuai, BT = 

Belum Terjadi ) 

1. Kegiatan Pencatatan 

Kas masuk maupun 

keluar dapat diakses 

dengan mudah oleh 

Pencatatan kas masuk 

dan keluar tidak bisa 

diakses oleh masyarakat, 

serta tidak terdapat papan 
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masyarakat. Serta ada 

papan pengumuman 

mengenai kegiatan yang 

sedang dijalankan. 

pengumuman tentang 

informasi dana yang 

digunakan untuk 

menjalankan sebuah 

kegiatan. 

 

TS 

2. Laporan realisasi dan 

pertangungjawab realisasi 

pelaksanaan APBDes 

diinformasikan kepada 

mayarakat secara tertulis 

dan dengan media 

informasi yang mudah 

diakses oleh masyarakat 

Laporan realisasi dan 

laporan pertangjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDes belum 

diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis 

dan dengan media 

informasi yang diakses 

dengan mudah oleh 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

TS 

3. Laporan Realisasi dan 

Laporan 

Pertanggungjwaban 

Realisasi Pelaksanaan 

ADD disampaikan 

kepada Bupati/Walikota 

melalui camat. 

Tahun-tahun sebelumnya 

sesuai informasi dari 

Sekdes Laporan Realisasi 

dan Laporan 

Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan 

ADD disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui 

camat.  

 

 

 

 

S 

Sumber: Bendahara Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya mengenai akuntabilitas dan 

transparansi penegelolaan alokasi dana desa, maka dibawah ini akan di bahas 

tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan 

peraturan pemerintah. 

4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Akuntabilitas tahap penatausahaan serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada Desa Lobu Rampah pada 

penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 

Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan 
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ADD dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap 

ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk 

pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa 

yang di laporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, 

namun dalam  melaporkan realisasi anggaran nya, Desa Lobu Rampah mengalami 

keterlambatan dalam pelaporannya, keterlambatan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDes semester pertama yang di laporkan lewat dari bulan juni ke kecamatan. 

Hal tersebut disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia, kemudian 

tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi faktor Aparatur desa yang 

kurang siap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lobu Rampah karena 

para aparatur desa tidak lulusan Akuntansi. Kebanyakan Aparatur desa adalah 

lulusan SMA, yaitu berjumlah 10 orang. Sementara lulusan S1 yang bukan 

lulusan Akuntansi sebanyak 2 orang, dan lulusan D3 yang bukan lulusan 

Akuntansi sebanyak 1 orang. Maka dari itu aparatur desa kurang siap dalam 

melakukan pengelolaan alokasi dana Desa. 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah 

pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara 

terperinci yang ditunjukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat 

menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah 

dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dalam Peratutan Desa 

(Perdes). Besaran  Alokasi Dana Desa di Desa Lobu Rampah  dari tahun 2019 ke 
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tahun 2020 mengalami penurunan atau berkurang sebesar Rp 27.622.000, namun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah 

Rp 1.258.588.000, bertambah sejumlah Rp 118.515.000, sehingga menjadi Rp 

1.377.103.000, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Desa      

d. Semula      Rp 1.258.588.000  

e. Bertambah       Rp    118.815.000 

Jumlah pendapatan setelah perubahan   Rp 1.377.103.000 

2. Belanja Desa 

a. Semula      Rp 1.222.140.507,87 

b. Bertambah       Rp   273.728.452,13  

Jumlah belanja setelah perubahan    Rp 1.495.868.960 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan   (Rp 155.213.452,13) 

3. Pembiayaan Desa 

3.1 Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula      Rp 4.702.507,87 

b. Bertambah     Rp 236.479.231,13 

Jumlah penerimaan setelah  Perubahan  Rp 241.181.739 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula       Rp 43.200.000 

b. (berkurang)     Rp 43.200.000 

Jumlah pengeluaran setelah    

Perubahan      Rp 0 

Selisih Pembiayaan setelah Perubahan  Rp 241.181.739 
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4.2.1.1 Penatausahaan 

Penatausahaan dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut : 

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, 

penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan 

setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir 

bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku 

Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil 

pencatatan dilaporakan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa 

selaku pemangku kepentingan tertinggi.  

 Berdasarkan  hasil wawancara dapat disumpulkan bahwa Penatausahaan di 

Desa Lobu Rampah  telah dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana Bendahara 

Desa Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

APBDes; 

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35, Bendahara Desa 

wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa 

penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara 

sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.  
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Berdasarkan  hasil wawancara dapat disumpulkan bahwa Setiap Pemasukan 

dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap 

bulan secara tertib. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh 

penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. 

Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer 

dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara 

Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan 

mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk 

pendapatandan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian 

Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. 

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. 

Pelaksanakan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pertanggungjawaban 

keuangan yang berupa laporan berkala setiap bulan di setiap desa dilaksanakan 

semua bendahara. Secara umum, tujuan  laporan keuangan disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber 

daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu dalam 

penyusunan laporan keuangan diperlukan tenaga-tenaga akuntansi yang terampil. 

Berhasil atau tidaknya suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa sangat bergantung dari pihak yang mengelola dan 

mempertanggungjawabkannya. 
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Berdasarkan  hasil wawancara dapat disumpulkan bahwa Laporan 

Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan 

pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara. Bendahara desa sebagai aparat desa 

yang memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawaban keuangan desa 

dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang 

keuangan secara khusus dan juga peraturan-peraturan terkait. Interpretasi mereka 

dalam aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh 

pada hasil laporan pertanggungjawabannya. 

4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa 

dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Laporan 

Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disumpulkan bahwa Bendahara 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa. 

Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian 

Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersamadengan Kepala Desa. Format 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran 

Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk 

yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, Panjar 

dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku kas Umum dan Buku Bank. 
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4.2.1.2 Pelaporan 

Pelaporan dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut : 

1. Kepala Desa menyampaiakan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir 

tahun. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  

(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 tentang pengelolaan keuangan 

desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi  

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada 

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir 

tahun. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disumpulkan bahwa Kepala Desa 

menyampaikan laporan semester pertama dan akhir tahun kepada Bupati/Walikota  

melalui Camat. 

2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa terdiri dari  laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disumpulkan bahwa Laporan Realisasi 

semester pertama berupa APBDesa. Format laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, 

bentuknya sama yang meliputi: kode rekening; uraian terdiri dari: pendapatan 

(pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja 

(bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan 
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desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, 

belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiyaan dan pengeluaran 

pembiayaan); jumlah anggaran; jumlah realisasi 

3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.  

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada 

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat 

pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan Semester I 

dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan September. 

Hal tersebut disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia, kemudian 

tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi faktor Aparatur desa yang 

kurang siap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lobu Rampah karena 

para aparatur desa tidak lulusan Akuntansi. Kebanyakan Aparatur desa adalah 

lulusan SMA, yaitu berjumlah 10 orang. Sementara lulusan S1 yang bukan 

lulusan Akuntansi sebanyak 2 orang, dan lulusan D3 yang bukan lulusan 

Akuntansi sebanyak 1 orang. Maka dari itu aparatur desa kurang siap dalam 

melakukan pengelolaan alokasi dana Desa serta kemampuan teknologi yang masih 

minim, dibuktikan pada kesiapan perangkat desa dalam menerapkan aplikasi 

laporan keuangan yang disebut Siskeudes. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi 

yang digunakan untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan 

desa secara efektif dan efisien. 
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4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Januari tahun berikutnya. 

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada 

Bupati/Walikota berupa laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat 

pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disumpulkan bahwa Laporan semester 

akhir tahun disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat 

pada bulan desember. 

4.2.1.2 Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  

(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 tentang pengelolaan keuangan 

desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi  

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada 

Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir 

tahun. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 

kepada Bupati/Walikota melalui camat seiap akhir tahun anggaran. 
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4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  

(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan 

pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan.  

5.  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDes ditetapkan dengan 

peraturan desa. 

Penyampaian laporan realisasi Alokasi Dana Desa secara tertulis oleh 

Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota. Sesuai dengan Peraturan 

Desa Lobu Rampah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa tahun Anggaran 2020, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang APBDesa, 

Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang APBDesa dan telah disepakati 

bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan 

desa. 
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4.2.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam 

 menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki wewenang 

mengambil berbagai keputusan yang berdampak bagi orang banyak,pemerintah 

harus meyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. 

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas 

adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun 

penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam 

akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala 

kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih 

tinggi. 

Transparansi dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua 

pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para 

pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan 

masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses masyarakat di wilayahnya. 

 Salah satu prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah 

(Mardiasmo,2002:105), adalah prinsip transparansi. Transparansi di sini 

memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama 

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan 

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. 

Transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lobu Rampah 

Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak dikelola seseuai dengan 

peraturan sebab masih terdapatnya penyusunan laporan anngaran Pendapatan dan 
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belanja desa (APBDesa) yang kurang transparansi yang dimana salah satu tujuan 

pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI No. 6 Tahun 

2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan 

efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan 

di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. 

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah 

dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki 

wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang 

banyak,pemerintah harus meyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang 

dikerjakannya. Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya peneliti dengan 

pemerintah desa Lobu Rampah belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan 

Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu salah satu indikator transparansi yaitu adanya 

pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat serta adanya papan informasi atau papan pengumuman mengenai 

kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil survey dan wawancara desa 

masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan 

tidak adanya papan informasi kas masuk dan keluar mengenai kegiatan alokasi 

dana desa yang sedang berlangsung, serta tidak adanya informasi keluar mengenai 

kegiatan alokasi dana desa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Transparansi dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut : 



68 
 

 
 

1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah 

oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang 

sedang dijalankan. 

transparansi berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu salah satu 

indikator transparansi yaitu adanya pencatatan kas masuk maupun keluar dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau 

papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan 

hasil survey dan wawancara desa masih belum mengoptimalkan transparansi 

pengelolaan alokasi dana desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk 

dan keluar serta kegiatan alokasi dana desa yang sedang berlangsung. 

2. Laporan realisasi dan pertangungjawab realisasi pelaksanaan APBDes 

diinformasikan kepada mayarakat secara tertulis dan dengan media informasi 

yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan realisasi 

dan pertangungjawab realisasi pelaksanaan APBDes tidak bisa diinformasikan 

kepada mayarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah 

diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sulit untuk memperoleh 

informasi terkait pelaksanaan APBDes. 

3.  Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjwaban Realisasi Pelaksanaan 

ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. 

Berdasarkan  hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Tahun-tahun 

sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan  

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui camat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Akuntabilitas tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

ADD pada Desa Lobu Rampah pada penerapannya sudah berpedoman pada 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun pada akuntabilitas tahap 

pelaporan nya belum di terapkan sesuai pada Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014. Dimana Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa 

kepada Bupati melalui camat mengalami keterlambatan. 

b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah Desa Lobu 

Rampah pada penerapannya belum berpedoman pada Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014. Dimana adanya keterbatasan masyarakat dalam 

mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa seperti tidak 

adanya informasi di papan informasi yang ada di desa mengenai kas masuk 

dan kas keluar, Kemudian, pemerintah desa tidak ada menyampaikan 

penyelenggaraan  APBDes melalui baliho dan selebaran kepada masyarakat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

maka terdapat beberapa saran yaitu: 

a. Diharapkan dalam akuntabilitas tahap pelaporan, Pemerintah desa 

meningkatkan lagi sumber daya manusia di Desa Lobu Rampah, dengan 

mengadakan pelatihan. kemudian menentukan tingkat pendidikan yang
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sesuai agar Aparatur desa siap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

b. Diharapkan dalam transparansi, aparatur desa untuk dapat memanfaatkan 

media seperti website desa, untuk memberikan informasi terkait dengan 

pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan harapan 

memudahkan masyarakat desa mengakses informasi tersebut. 

c. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-

program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut 

dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran 

spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa. 
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